
llalgmgat I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lioglrungan Provinsi Jawa 
Baral (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 19501 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Liogkungan Provinsi Jawa Bara, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun !968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 2851 J; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun ! 983 tentang Ketenruan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan [Lernbaran Negara Republik Indcnesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimaoa telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubaban Keernpat Atas Undang­ 
Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Gara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PaJak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah drubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Nc&ara Republik Indonesia Nomor 3569); 

TENT ANG 
PENJABARAN PERUBAHAN 
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DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 
Ncrumbang : bahwa mernenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

NOMOR 1" . , · • 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



4 Undang-l'n<lang "iomor 19 Tahun 19!?7 teruang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 19'!7 Nomor 42. Tambahan Lernbaran Negara Republik 
tndcnesra Nomor 3686), sebagaiarnana telah diubah dengan 
U ndang-Undang Norn or 1"9 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tah.un 1997 tc:ntang Pen.agihan Pajak 
dcngan Surat Paksa (Lembaran Negara Repubbk Indcnessa 
Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas ~ari Korup~i, 
Kolus! dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851): 

o. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmberantasan 
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang l\omor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanrasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia l'\omor 4150): 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik: Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355): 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalran 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentsng 
Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tcntang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran :-legara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

- 



13 lJndang-Um:Lmg xomor 21 Tahun 2009 tentang Majelis 
Pcrmu.sy-o\\a.ratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahuo 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043): 

l 4. Undang-Undang Nom.or '28 Tahun 2009 ten tang F;ajak Daer~ 
dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik lndonesra 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Nei;ara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5049): 

15. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52341; 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1977 tent9ng Perntllillll 
Oaji Pegawai Negeri Sipil \l.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098) sebagairnana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 
tenrang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Peme.rintah 7 
Tahun 1977 teruang Peraruran Gaji Pegawai !'iegeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24), 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa!a Daerah 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
beberapakali cliubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 ,entang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712J: 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahttn 2005 tentang 
Pengelotaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenrang Dana 
Perirnbangan tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

- 



:?L ~tura.n Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
trrforrnast Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 IO tentang 
Perubahan atas Peraturan Pcmcrinlah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Oae,ah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SI 55); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 4587); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 temang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lernba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasen Penye1enggaraan Pcmcrintah.an 
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor I 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Pentbahan Atas Pcraturan Pemerimah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

28. Pe'raturan Pemerimah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (lem.baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab kepada Pemerintah. 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4693); 

- 



37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pernanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor l l9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 516 IJ; 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 7 l Tahun 2010 teruang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

39. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

35. 

34. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 48161; 
Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Banruan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 
Peraruran Pemeriruah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerab 
tcntang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104). 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
~'->elaksanaan 'fugas dart Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Oubernur scbagai \Vakil Pernerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerimah 
Nomor 23 Tahun 20 l l ten tang Perubahan Pcraturan Pemcrintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas 
dan \Vewenang serra Kedudukan Keuangan Gu.bemur sebagai 
\Vakil Pcmerintah di Wtlayah Pro\'insi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4209j; 

33. 

32. 

31. 

30 !'lmmrnm P..mcriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pc-.mcnnuhan Antara Pemerinta.h, Pemeri.nt.ahan Oaerah 
l'nmnSt dan Pe:nerimahan Daerah Kabupatenj'Kota (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
Peraturan Pemerintab Noroor 39 Tahun 2007 tc.nt~ng 
Pengelolaan Uang Negara/ Oaerab (Lembaran Negara ReJ:>ublil< 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
Peraruran Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 teruang Organisasi 
Perangkat Oacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 474 l); 



40.. Pl!raturan Pemenntah t>'omor 2 TahUn 2012 temang Hibah 
Daerab_ [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5272); 

41. Peramran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pcngadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebegaimana tclah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor . 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruzan Prestden 
Nornor 54 Tahun 2010 teruang Pengadaan Barang/.Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUn 2012 
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5334; 

42. Peraturan Menteri Oalrun Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
bebcrapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Merner+ Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah; 

43. Peraruran Mentcri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah scbag_aimana telah diubah dengan Peraruran Menten 
Dalam Ncgeri Nomor- 36 Tahun 20 I I tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pcraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Dae rah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tcntang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'Tahun 2007 tentang 
Pengelornpokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operaslonal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sena 
Taj.a Ca.ra Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan 
Dina Operasional; 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan. Penganggaran Dalam APBD. 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Penanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik: 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

- 



PENJABARAN PERUB.~HAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2012 

MEMUTUSKAN : 

. .;; Peraturan Menteri Oa!am Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Banruan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 ten tang Pcrubahan Atas Peramran Mentcri Dalam 
Negeri Ncrnor 32 Tahun 2011 teruang Pcd.oman .Pcm1*ria.n 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

49. Peraturan Menteri Dal= Negeri Nomor 53 Tahun 201 I tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

SO. Peraturan Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor I); 

SJ. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tcntang Organisasi Perangkat Daersh Pemerintah Kabul)!lten 
Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Bekasi Nornor 4 Tahun 2011 ten tang Pcrubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
[Lernbaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4); 

52. Peraturan Daerab Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pembentukan PT. Bumi Bekasi Jaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor I); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pembentukan PT. Bekasi Putera Jaya (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 2); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 2011 
tcntang Pajak Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 201 l Nomor 1); 

55. Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
temang Retribusi Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 6); 

56. Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Penambahan Modal Kepada PT. Tirta Bhagasasi 
[Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 201 L Nomor 11); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor JS); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Bckasi Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 5). 

- 



Larnpiran sebagaimana terscbut dalam Pasal 2 merupal<an bagian yang tidak 
rerpisahkan dari Peraruran ini, 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih 
lanjut pada La.rnpiran Peraruran ini, 

- 
Pasal 2 

Sisa Jebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp - 

Rp 505.6 I l.28o.975,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 

b. Pengeluaran 
I) Sernula Rp 32.035.542.915,00 
2) Bertambah/ (berkurang) ,,R,,pc__---'5,:4"'0"'.;z93,.,-,_, .,.sOO"""Oc,.00,,, 

Jumlah setetah Perubahan ,,R.,,p _ _,,3.,,2"'.5"'7'-'6'-'.'-'4'-79"'.-"9"1"'5"',00"' 

538.187.766.890,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

11 Semula Rp 404.307.063.139,00 
21 Bcrta.mbah/ (berkurang) ,,R.,p _ _.1_,,33,,_,,,,8e,8:><0'1.· 7..\,0,23,J.. 7_,5c,l..i,OO~ 

J umlah setelah Perubahan Rp 

Rp (505.611.286.975,00) Surplus/lDefisit) setelah Perubahan 

2 Belanja Daerah 
a. Semula Rp 2.420.015.374.563,00 
b. Be rtam bah/ [oerkurang] ,o,R,cp _.,_7 2..,5"-. 9;,.9.,3,.... 5,c9a.s0,a:.4'-'2,,.6c.,. 00,,, 

Jumlah setelah Perubahan Rp 3.146.008.964.989,00 

Rp 2.047.743.854.339.00 
Rp 592.653.623.675,00 

Rp 2.640.397.678.014,00 

Pendapatan Oacrah 
a. Sernula 
b. Bertambah/ [berkurangl 
Jumlah setelah Perubahan 

-~ Perrdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah 
Rp. 2.452.050.917.478,00 bertambah sejumlah Rp. 726.534.527.426,00 sehingga 
menjadl Rp. 3.178.585.444.904.00 dengan rincian scbagai berikuc, 

Pas.al 1 



- 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal , • 

/ ~UPATI BEKASir. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe.ngund.angan Peraruran Bupati 
ini daJam Serita Daerah. 

Peraturan ini mulai berlaku pada ranggal ditetapkan. 

Pasal 4 


